WALIKOTA JAMEI
PEROVINGI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKER.JAAN UMUM

Menimbang

Merngingal

DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

DENCGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA .JTAME],

o

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Mcnteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Pedoman Teknizs Pengelolaasn Keuangan Badan Layanan
Umum Dacrah, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum
Daerah  Penpelolaan  Air Limbah Domestik pada Dinas
Pekegaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi;

1. Undang-Undang Nomor 9 Taghun 1936 tentang
Pembenlukan Daeralh Otomom Kota Besar dalam
Lingkungan Dacsrah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 200;

2. Undanp-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai
Nomor 4286);

3. Undang-undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2014 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indomnesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S601);

i
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (entang

Permerintahan  Daerab  {Lembaran Negars  RBepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 schagaimana relah
diubah beberapa kali, terakbir dengan Undang-Undang
Nomwor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Keduzx Alas
Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negera  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesin Nomor 5670);

. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran
Negara Republit Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
H234), schagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20110 Tentang
Pembentulen Peraluran Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Tahun 2022 Nomot 143,
Tambahan Lembaran Negura Eepublik Indonesia Nomor
GROL:

. Peraturan Pemerntah MNomor T8 Tahun 2016 tentahg

Perangkat Daerah [Lembarun Negara Republic [ndonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Momor S887) sebagaimans telah diubah
dengan Peraluran Pomerintah Nomor 72 Tahun 201%
lentlang Perubahan Atas Peraluran Pemerintah MNomor 18
Tahiun 2016 tertang Peranglkat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6402);

Peralutan Pemerintah Nomor 23 Tehun 2005 tentang
Pengelolagn Keuangan Dadan Layanan Umum iLembaran
MNegara  Hepublik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 18,
Tambaharn Tembaran Megara liepublik Indoncsia Nomor
4502) sehagaimana lelah diubsh  dengan  Peramiran
Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tentung lentanyg
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum iLembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambaban Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Vemerintgh Nomor 27 Tahun 2014 tenlang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Dacrah I Lembxisar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Wepublik Tndonesia Nomor
5533 sehagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Permerintah Nomor 28 Tahun 2020 Lentang Perubahan Atas
Pergturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 2014 tentung
Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah  (Lembaran
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11.

12.

13.
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15,

16,

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambaharn Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor
6523}

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (enlang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negaora Bepublik
Indonesia Tahun 201% Nomor 42, Tambahan Lembarsn
Megara Republik Indenesia Nomor 6322);

Feraturan Presiden XNomor 185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penvediaan Air Minum dan Sanirtasi [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2013
lenlang Nadan Layanan Umum Daerah tentang Badan
Layanan Umum Daersh [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 12133;

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman  Teknis Mengelolaan Kevangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomar
L781);

. Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan

Rakyat Nomor 4/PRT/MS2017 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Mengelolasn Air Timhah Domestik
[Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 436);

Peraturari Menteri Pekerjusn Umum dan Perumshan
Ralyat Nomor 1/ PRT/M/2014 Tahun 20104  lenleang
Stanidar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Penalzan Fuang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20011 Nomor 267);

Peratiran Daerah Kola Jambi Nomor @ Tahun 2013
Tentang Rencana Taza Ruang Wilavah Kota Jambi Tahun
2013 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013
Nomor 9,

CpPeraturan Duaersh Kota Jambi Xomor 13 Tahun 2015

tentang  Pengelalaan Alr Limbah  Domestik  aauo
Permukiman [lembaran Daerah Kota Jarnbi Tahun 2015
Nomor 13);

Perauiran Daersh Kots Jambi Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentulkan dan susunsan Perangkat Daerah
(Lembarzn Daerah Kota Jarnbi Tahun 2016 Nomor I,

. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomeor 7 lahun 2019 teniang

Rencana Pembanpuivan Janglsa Monengah Daceab Eota
Jambi Tahun 2018-2023 [Lembaran Daerah Kota JJamiy
Tahun 2018 Nomar 7j;
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hMenctaphkan

20, Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Uetibentikan, hedudukan, Busunan Organisasi, Rincian
Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dings Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestk pada Dinas Pekerjaan

Umutm dan Penalsan Rusng Kota Jambi (Berita Daerzh
Kota Tahun 2018 Nomar 77);

MEMUTLUSKAL

FERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAY ANAM
MINIMAL DADIAN TAYVANAN IR DATTRAH
PENGELOLAAN AR LIMBAH DAOMESTIK PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMEBI

Ak ]
KRETENTUAN UMM
Pasal ]

Dalzm Peraturan i vang dimaksud dengan:

1. Daerah Kara adalah Daeranh Kota Jaonhi,

2. Pemerinmbh Daerah Kota adalah Walileows scbagal unsur
penvelengpara Pemerintahan Dacrah  vang memimpin
pelaksanaan  Qrusan  pemerintanan vaog  menjadi
kewenangan daerah olonom.

2. Walikota adalah Walikota Jambi,

4, Dinas Pekerkaan Umum dan Penalaan Kuang Kota Jaimbd
yang selaniulnva disingkat Dinas adalah Dinas Pekerkaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Kepala

Dinas adalah  Kepala  Dinas Pekegaan Umum dan
Penataan Huang Kota Jambi,

!Z.._.

6. Badan Lavanan Urnum Dacrah Unit Peluksana Teknis
Iings Sistern Penpgelolasn Air Limbah Domestilk Kota
Jambi vang selanjutnya disehur BLUD PATI) adalah
Badan Lavanan Umum Dacrah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kolu Jamhi y2ng
telah  diteraplean statusnya menjadi Badan  Layanan
Umumn Daerah berdasarkan Sural Keputusan Walikota.

=3

Badsan Layanan Umnuim Daerah yang selanjotnya disinghat
BLUD adalah sistem vang diteraplean oleh unit pelalesana
telmis dinas/badan doerah dalam memberikan pelayanan
kepada masvarakat yang mempunyal flelesibililas dalam
pala pengelolaan keuangan sehagal poengecualian clar
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya,

£ Standar Pelavanan Minimal vang sclanjutnya disingkat
SPM adalah spesilikasi teknis wntang Lolak ular layanan
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103,

12.

15,

165,

15,

159,

mirmmel vang diberilkkan kepoda masyaralkat,

'elayanan Dasar adalah jenis pelavanan pullik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhl kebuluhan
masvarakal dalam kehidupan sosial, ckonomi, dan
pmerinlabin.,

Inditcator SPM adalab tolak ukur prestasi kuantitadf
dan kualitatif vang digunazan untuk menggambarkan
besaran sasaran  yang  hendak  dipenuhi  dalam
prncapalan suatu Si'M tertentu, berupa masukan,
proses, hasil dan/atau mantaat pelayanan dasar,

. Btandar Opcrasional Proscdur vang sclanjutnya disingkat

S0P adalabh seranghadan petunjuk tertulis vang dibaleukan
mengenai proses penyelenggaraan tugas fugas pada BLLID
FALD

SOP teknis adalah S0P vang berhubungan dengan
pekerjaan lavanan aic limbah doamestilke i masyarakat,
pengoperasian SPALD-5/3PALL-T  dan perawalannya
vang herimplikas lerbadap Keselamatan, dan Kesehatan
werja (K3)

. S0P adminsitratif adalah SOP kerja yang berkadlan dengan

pekerja leknis administratit dalam rangks  menjamin
efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kerja

. Tarif Lavanan adalah irmbalar atas barang dan/atau jasa

yang diberikan oleh BLUD PALD denguan bosaran yang
dimur berdasarkan segmen pelanggan dan ditctapkan
dengan Peraturan Dacrah,

Rencana Stalepis PLUD Pengelolaan Air limbah Domestik
adalah dokurnen perencanaan 5 [lima) tahunan yang
disusun untuk menjelaslean strategl pengelolaan BLLUT
dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan
kinerja dengan menggunalan teknik analisis bisnis,

Bencana Bisnis dan Angoaran vang selanjutnya disebat
1?BA adalah dolkumen rencana snggaran tahunan BLUL
vang disusun sebagai bahan penyusunan rencdns keria
dan anggaran SKPD.

_Alr Limhah Domestik adalah sisa kegiatan schari-hari

manusiz  vang  berbeniuk  cair  dan padat yang
dikategorikan menjadi grey water (limbah kamar mandi
dan aktivitas dapur) dan black water [tinja manuisial.
Penanganan Air Limbah Domesiik adalah rangkaian
kegiatan wang meliputi penyedotan lumpur  tinga,
pengangkitan, dan pengolaharn wir lirmbah domestilkk unink
mencapai tinglaat baku mutu ALD yang diperbolehkan
berdasarkan peratutan

Penyedotan lumpur tinja adalah penyedotan lumpur Tinja
masyerakat pelanggan vang dilakukan berdasarkan S0F
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dan memenuhi standar K-3

2}, Pengolahan air limbah domeslik adalah  pengolahan
lumpur tinfa pada IPLT dan air limbah domestik pada
[PALDT  dengan mengsunakan prosedur treatment
berdasarkan 300 dan menjalankan prinsip K-3

21, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja vang selanjutnya
disingleat [PLT adalab instalasi pengolahan air limbah
vang diranecang hanva menerima dan mengolah lumpur
tinja vang berasal dard Sub-sistem Pengolahan Sctompat.

BaB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) SPM  dimaksudkan untuk membern pedoman kepada
BLUD  PALD  dalam  melaksanakan  perencanasn,
pelaksanaan, pengendalian, e ngawaRn dar
pertanpgungjawalan penyelengaraan polavansn
pengelolasn adr lmbah domestik,

(2 8PM bertujuan untuk meningkatian dan menjamin mutu
pelayanan  pengelolaan  air lmbah domestik kepada
masyarakal yvang dilaksanakan eleh BLUD PALD.

BAE II1
TUGAS, JENIS PELATANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAIL
GATAS WAK'U PEXCAPALIAN DAN URATAN 2PM
Gagian Kesatu

Tugas

[*asal 3

BLUD PALD mempunyai tugas melaksanakan kegialan
operasional  dan/atau  keglatan  tekmis  penunjang suhb
Legiatan limbah domestiik.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, indikator, Standar Nilai dan Tiatas Wialoiul
Pehcapnlan

Pasal 4
11 Junis  pelayanan air limbah domestik DLUD PALTY,
difolouslkan pada kegiatan pelayanan air lmbah domestik
masyarakal, penanganan linbah di Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah
Domeslik Terpusat.
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() Pelayaran ALD masvarakat  adalah  pelavanan
penyedotan lampur tinja dan atau air limbah domestilk
dengan cara penyedotan lumpur tinja, dan atau
pengalitan air limbah  deomestik  melalui sistem
perpipaan,

13 Pengelolaan air limbah domestile  setempat adalah
pengolahar lumpur tinga dari hasil pelayanan ALD
masyarakat di instalasi pengolahan  lompur tinga
(1L,

|4] Pengelolaan air limbah terpusat adalabh pengolahan adr
limbal domestik melalul jaringsn perpipaan ke dalam
gafu  sistem pengolahan  terpusat diinscalasi
pengolahan air limbah domestik ferpusat ([[PALDT]

i5) Indikstor, Standar Nilai dan Balas Wako Pencapaian
pada seliap jends pelavanan unrik penvelenggaraan SPA
pada BLUD PFALD tercantum dalam Lampiran  yang

merupakan hagian tidak torpisahksn dari Peraturan
Wedikota ini,

Bagian Ketiga
Mutu Pelavanan Dasar Alr Limbah Dome stk
Pasal 3

(1) Mulu Pelayenan Dasar adalah ukuran kuantitas <dan
kualitas barang dan/atau jusa kebutunan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesual standar teknis agar hidup secara layak.

(2) Ukuran  kuatitas layanan dasar adalah jumlgh dan
frekuensi minimal rumash tangga yeng akan dilayan
berdasarkan kapasitas sarzna ALD vang dikelola oleh
RBLUD PALND dan berdasarkan peraturan  Lleknis
pergelolaan layanan air limbah domestik

[3] BLUD PALD wajib menjaga mutu kualitas layvanan dasar
vang diukur herdasarkan:

titgkat pengaduan;

w1

b, respon pengaduan,

C. PEenanganan pengaduan;

d., leiclasan informasi pelayanar;
e. kepashan waktu;

f. Kemudahan;

g hepuasan pelanggan: don

b, keamanan dan keselamalan kerja.
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BABE IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1} BLUD PALD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikoia inl
() Permimpin  BLUD PALD  berlanggung jawab  dalam

penyelengegaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM
vang ditetapkan dalam Peraturan Walikots inid.

(3] Penvelengraraan pelayvanan vang sesual denpan SPM
dilatrulean oleh tenaga denpan kualifileast dan loompetensi
vang scsual dengan letentuan peraturan perundang-
undangan.

4] TLUN  PALD menefapkan farget jumlah  pencapaian
layanan dengan  mempertimbangkan  kondisi  dan
ketersediasn sumber daya lavanan ALD.

(3] BLUN PALL menctapkan standar muti Kualitas pelaganan,

BAB WV
PENERAI™AN

Pa=al 7
(1) Pemimpin  BLUD PALD menyusun rencana kerja dan
anggaran, targel, serta upava dan  pelaksanaan
peningkalan ntu pelayanan tahunan BLLD PALD yang
dipimpinnya berdasarlean SPR.

12] Rencana  kerja  dan  anggsaran sehagaimana  dimaksud
pada avat (1], disusun dengan menggu nakan format RTA.

[3) Seriap  pelaksanaan pelavanan, dan  penyelengea-
raan polayanan yang menjadi tugasnya, dilalesunaian
denpan mengacy pada SPM dan SOF.

BAL VI
PEMDBTNAAN DAN PENGAWASAN

Bugian Kesatu

Pembinaan

Pasel 8

(1) Pembinaan teknis BLLUD PALD dilalulkan el Kepala
Dinag

i2) Pembinaan keuangan BLULD PALD dilakukan oleh Pojabat
Pengelois Keuangan Daerah (PPRD].

(3] Pembinaan schagaimana dimaksud pada avar (1) dan
avat (2), berupa fasilitasi, pemberian orentasl umium,
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petunjuk teknis, himbingan reknis, pendidikan dan latihan

atau bantuan telmis lainnya yvang mencakup:

a. perhitungan sumber dayas dan  dans  yang
dibutubhkan untuk mencapsi SPM;

b. ponyusunan rencana  pencapaian SPM dan
penetapan target tahunen pencapaian SPM;

£. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
penyusunan peraturan perundang-undangan  unruk
mplementasi BLUD PALD;

f. penyusunan Fencana Bisnis dan Anggaran;

g. pelaksanaan anggaran; dan

h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal ©

(1) Pengawasan  dilakukan oleh Perangkat Dacrah yang
mempunyai lugas pokok dan fungsi pengawasan dan
dibantu oleh tim.

(2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Peranghkat Dacrah
sebagaimana dimaksud pada avat (1], pengavwasan dapal
dilakukan cleh:

a. satuan pengawas internal; dan
b. dewan pengawas,

(3] Satuan pengawds internal scbagaimana dimaksad pada
avat (2] huruf [a), dilaksanakan oleh internal auditor yang
berkedudukan  langsung  dibawah Pemimpin  BLUD
PALD.

(4} Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada aval (32)
hurut (b), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau
tenaga ahli profesional sesusi  dengan  kelentuan
peraturan perundang-undangn.
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BAB VII
KETENTUAN PIUNUTUP

Pagal 10

Peraturan Walikola ini berlaku pada tanggal diundangkon.

Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wahkola m Hempan
penempatanova dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal

WALIKOQTA JAMEI,

STARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 2033
SEKFETARI=S DAERA JANBI
? ,;L’jl-/.(
ARIDWAN <

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR
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